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C. PEMERITAHAN NAGARI SEBAGAI UNIT
PEMERINTAHAN TERBAWAH DI KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan
peluang kepada daerah untuk menyesuaikan bentuk dan susunan
Pemerintahan terendahnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat.
Sehubungan dengan hal diatas, maka Pemerintah Propinsi Sumatera Barat
menetapkan Nagari sebagai Unit Pemerintahan Terbawah, yang diatur
melalui Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000
tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari. Kebijakan ini diambil
berdasarkan pertimbangan bahwa Pemerintahan Nagari dipandang lebih
efektif untuk menciptakan ketahanan agama dan budaya berdasarkan tradisi
dan sosial budaya masyarakaat Sumatera Barat, yang dimokratis dan
aspiratif serta demi tercapainya kemandirian, peran serta, dan kreatifitas
masyarakat. Peraturan Pemerintah Daerah Propinsi ini sifatnya hanya untuk
memfasilitasi dan untuk pelaksanaannya di daerah Kabupaten ditindak
lanjuti oleh masing-masing daerah melalui Keputusan Bupati dan Peraturan
Daerah Kabupaten.

Nagari yang dimaksud disini adalah merupakan kesatuan masyarakat
hukum adat dalam daerah Propinsi Sumatera Barat yang terdiri dari
himpunan beberapa suku, yang mempunyai batas-batas teritorial tertentu.
Sebagai daerah otonomi, Nagari mempunyai kekayaan sendiri, berhak
mengelola dan mengatur rumah tangganya sendiri, serta memilih pimpinan
pemerintahannya. Wilayah nagari dibentuk berdasarkan Undang-Undang
adat dengan batas fungsional dan teritorial adat. Kemudian dalam wilayah
nagari dibentuk pula jorong yang merupakan wilayah kerja pelaksanaan
Pemerintahan Nagari yang dipimmpin oleh seorang wali jorong.

Nagari dibetuk didasarkan atas prakarsa masyarakat dengan
memperhatikan asal-usul Nagari. Persyaratan yang ditentukan sesuai dengan
kondisi sosial budaya masyarakat Setemmpat, melalui musyawarah anak
nagari yang terdiri dari wakil-wakil unsur masyarakat. untuk-untuk
masyarakat tersebut adalah Ninik mamak. Alim ulama. Cerdik panadai,
Wanita/bundo kanduang. dan Pemuda serta anggota masyarakat lainnya
yang secara resmi menjadi penduduk Nagari menurut ketentuan adat dan
atau menurut administrasi Pemerintahan Nagari.
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Dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di Nagaari
perlu dibentuk beberapa lembaga. Oleh karena itu, dalam Nagari dibentuk
lembaga-lembaga sebagai berikut :

1. Pemerintahan Nagari

2. Bdaan Perwakilan Anak Nagari (BPAN)

3. Badan Musyawarah Adat dan Syarak (BMAS)

4. Lembaga Adat Nagari (LAN)

5. Lembaga Syarak Nagari (LSN)

Dalam tradisi Minangkabau, Nagari adalah merupakan suatu daerah
pemukiman yang memiliki sistem pemerintahan dan peraturan-peraturan
sendiri yang mengikat kepada masyarakat pendukungnya. Nagari sekurang-
kurangnya terdiri dari empat suku penduduk yang dipimpin oleh seorang
panghulu pucuak (penghulu pucuk) atau penghulu tua (A.A.Navis, 1984:94).
Suku yang dimaksudkan disini bisa diartikan sama dengan marga. Pada
kenyataanya Nagari bukan hanya sebagai suatu ikatan teritorial semata, tapi
juga merupakan suatu ikatan sosiologis. Nagari mempunyai undang-undang
atau peraturan-peraturan sendiri untuk mengatur masyarakatnya berdasarkan
musyawarah dan mufakat yang merupakan pencerminan dekokrasi yang

_sudah ada sejak masa lampau di Minangkabau.

Menindaklanjuti apa yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi,
Pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota mengeluarkan Peraturan
Daerah Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pemerintahaan Nagari serta Keputusan
Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2001 juga tentang
Pemerintahan nagari. Dengan berpedoman pada kebijakan-kebijakan tersebut,
maka Pemerintaha daerah kabupaten Lima Puluh Kota berusaha untuk menata
kembali unit pemerintahan terbawah di daerahnya.

1. Pemerintahan Nagari

Pemerintahan nagari adalah penyelenggaraan pemerintah yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari bersama-sama dengan badan
Perwakilan Nagari (NPAN). Pemerintahan nagari dibentuk melalui proses
Musyawarah Nagari yang melibatkan Pemerintah desa bersama Karapatan
Adat Nagari dan alim ulama, cerdik pendai wanita/bundo kanduang, dan
pemuda serta anggota masyarakat lainnya yang resmi menjadi penduduk
Nagari menurut ketentuan adat atau menurut admistrasi Pemerintahan Nagari.
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Hasil kesepakatan ini nantinya yang akan menetapkan pembentukan sistem
Pemerintahan Nagari, kemudian disampaikan kepada Bupati melalui camat.
Pemerintahan Nagari dikukuhkan/diresmikan oleh Bupati dengan persetujuan
DPRD. Kesepakatan ini juga menghasilkan penetapan tentang Nama Nagari
Jjumlah Penduduk, luas wilayah, dan batas-batas wilayah.

Menurut peraturan ini Nagari-Nagari yang ada di Kabupaten Lima

Puluh Kota sebelum dibentuknya Pemerintahan Desa, untuk tahap awal

dibentuk menjadi Pemerintah nagari dengan memperhatikan syarat-syarat

sebagai berikut :

a. Minimal jumlah penduduk untuk suatu Pemerintahan nagari adalah
1500 jiwa atau 300 Kepala keluarga.

b. Luas wilayah yaitu yang terjangkau secara fungsional dalam rangka
pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat.

c. Letak yaitu wilayah yang memiliki jaringan perhubungan atau
komunikasi antara jorong-jorong yang letaknya memungkinkan
terpenuhinya faktor luas wilayah.

d. Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan, pemasaran, sosial"
produksi. dan Pemerintahan Nagari.

e. Sosial Budaya adalah suasana yang memberikan kemungkinan adanya
kerukunan hidup beragama dan kerukunan hidup bermasyarakat dalam
hubungannya dengan adat istiadat.

f. Tersedianya potensi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
Batas Wilayah yaitu terdapatnya batas wilayah fungsional dan kultural
Nagari secara jelas.

Pemerintahan Nagari dapat dimekarkan apabila memenuhi syarat-syarat
yang sudah ditentukan. dan bisa pula karena keadaan tertentu digabung
atau dihapuskan.

Pemerintahan Nagari mempunyai kewenangan untuk mengatur dan
mengelola rumah tangganya sendiri berdasarkan hak dan asal usul
nagarinya. Pemerintahan Nagari juga memiliki kewenangan untuk
melaksanakan hal-hal yang belum dilaksanakan oleh daerah Kabupaten.
Daerah Propinsi, dan Pemerintah. Kemudian Pemerintahan Nagari juga
berwenang melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah. Pemerintah
Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, yang disertai dengan
pendanaan. sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.



49

Pemerintah Nagari dipimmpin oleh seorang wali Nagari dan dibantu
oleh perangkat-perangkatnya sebagai berikut :

a. Unsur staf, yaitu unsur pelayanan yang disebut dengan Sekretariat
Nagari; terdiri atas Sekretaris Nagari dibantu oleh Kepala Urusan
nagari bidang pemerintahan dan bidang pembangunan.

b. Unsur pelaksana, yaitu unsur pelaksana teknis lapangan yang jumlahnya
disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintahan Nagari, terdiri dari (1)
Seksi-seksi, (2) Unit-unit, dan (3) Lembaga.

¢. Unsur pembantu Wali Nagari di wilayah Bagian Nagari yang dipimpin
oleh seorang Wali Jorong.

Wali Nagari dipilih langsung oleh penduduk nagari dari calon yang
memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan, melalui proses pencalonan
dan pemilihan. Proses pencalonan dan pemilihan dilakukan oleh Panitia
Pemilihan. Proses pencalonan dan pemilihan dilakukan oleh Panitia
Pemilihan yang dibentuk oleh Badan Perwakilan Anak nagari (BPAN).
Seorang warga masyarakat Nagari yang memenuhi syarat dapat diusulkan
oleh anggota Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN) dari masing-masing
unsur masyarakat. atau diusulkan oleh anggota masyarakat lainnya.

Sementara itu, perangkat nagari diangkat oleh Wali Nagari dengan
' Keputusan Wali Nagari setelah mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan
Anak Nagari. Perangkat Nagari dalam menjalankan tugasnya
bertanggungjawab kepada Wali Nagari

Setiap tahunya Waali Nagari dan Badan Perwakilan Anak Nagari
menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan belanja Nagari
berdasarkan pedoman penyusunan yang diberikaan oleh Bupati. Nagari
dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan memperoleh
dana dari sumber pendapatan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Nagari, terdiri dari :

Hasil Usaha Nagari

Hasil kekayan Nagari

Hasil swadaya/sumbangan masyarakat
Hasil Gotong-royong

Pungutan Nagari

luran Nagari

Retribusi Nagari

Lain-lain Pendapatan Asli Nagari
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b. Bantuan dari Pemerintahan Kabupaten meliputi
Bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah
Bagian dari dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang
diterima oleh Pemerintah Kabupaten
c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi
d. Sumbangan dari pihak ketiga
e. Pinjaman Nagari
Pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan oleh seorang Bandaharawan
Nagari yang diangkat oleh Wali Nagari melalui persetujuan Badan
Perwakilan Anak Nagari.

p Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN)

Seperti telah disebut di depan, Badan Perwakilan Anak Nagari adalah
suatu badan yang terdiri atas unsur ninik mamak, alim ulama, cerdik
pandai, wanita/bundo kanduang dan pemuda yang ada di Nagari dan
berfungsi sebagai badan legislatif Nagari. Badan Perwakilan Anak Nagari
adalah merupakan Wahana untuk melaksanakan demokrasi dan
berkedudukan sejajar dengan Wali Nagari.

Keanggotaan Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN) diproses
melalui suatu musyawarah/mufakat anak nagari, dengan syarat-syarat yang
sudah ditentukan. Komposisi keanggotaan Badan Perwakilan Anak Nagari
adalah dengan persentase sebagai berikut : 30% pemangku adat, 20%
alim ulama, 10% cerdik pandaik, 10% bundo kanduang, 10% generasi
muda, 10% golongan profesi, dan 10% dari unsur laainnya.

Adapun anggota Badan Perwakilan Anak Nagari berjumlah mini-
mal 19 orang dan maksimal 25 orang yang ditentukan berdasarkan jumlah
penduduk Nagari yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. 1.500 sampai dengan 3.000 jiwa, jumlah anggota 19 orang

b. 3.001 sampai dengan 4.500 jiwa, jumlah anggota 21 orang

c. 4.501 sampai dengan 6.000 jiwa, jumlah anggota 23 orang

d. Di atas 6.000 jiwa, jumlah anggota 25 orang

Badan Perwakilan Anak Nagari dipimpin oleh seorang Katua dan
sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang wakil Ketua sesuai dengan jumlah
anggota. Pimpinan tersebut doipilih dari dan oleh anggota Badan Perwakilan
Anak Nagari secara langsung melalui suatu rapat khusus dengan tata cara
pemilihan yang diatur dalam peraturan tata tertib Badan Perwakilan Anak
Nagari.
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Badan Perwakilan Anak Nagari dalam menghimpun dan
menjalankan tugasnya di bagi atas 3 (tiga) komisi yaitu :

Komisi A bidang Pemerintahan

Komisi B bidang Keuangan dan Pemmbangunan

Komisi ¢ bidang Perekonomian
Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Ketua Badan Perwakilan
Anak Nagari dibantu oleh Wakil Ketua dan ketua-ketua komisi bersama
anggota lainnya.

3. Badan Musyawarah Adat Syarat

Badan Musyawarah Adat dan Syarak adalah suatu badan yang
berfungsi sebagai pemberi pertimbangan berupa saran kepada Pemerintah
Nagari supaya tetap konsisten menjaga dan memelihara penerapan " Adat
Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabbullah di Nagari". Keanggotaannya
berdasarkan susunan persukuan yang ada dalam Nagari, terdiri dari Ninik
Mamak, Alim Ulama, cerdik pandai, unsur wanita, unsur pemuda dan
komponen masyarakat lainnya yang telah tumbuh dan berkembang dalam
Nagari. Badan Musyawarah Adat dan Syarak yang merupakan wahana

_untuk melestarikan dan pengembangan nilai-nilai adat dan syarak di nagari,
berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah nagari dalam
menjalankan tugasnya.

Pembentukan Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari serta
keanggotaanya ditentukan melalui musyawarah dan mufakat oleh Lembaga
Adat Nagari dengan pemuka-pemuka masyarakat Nagari yang
bersangkutan. Jumlah anggota disesuaikan dengan struktur adat dan
kebutuhan Nagari itu sendiri.

Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari dipimpin oleh seorang
ketua yang dipilih dari oleh Badani Musyawarah Adat dan Syarak secara
langsung melalui suatu rapat khusus. Ketua Badan Musyawarah Adat dan
Syarak dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Ketua
dan Ketua Komisi Syarak serta Ketua komisi Adat dan anggota lainnya.
Ketua-ketua komisi sebagaimana yang disebutkan di atas diangkat
berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat yang dikukuhkan dengan Surat
Keputusan Pimpinan Lembaga Adat Nagari.
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4. Lembaga Adat Nagari

Lembaga Adat Nagari yaitu lembaga kerapatan Ninik Mamak
penghulu dalam nagari yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun
sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelastarian adat serta
menyelesaikan sako dan pusako dalam nagari. Lembaga ini dibentuk dalam
rangka pengupayakan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat
istiadat dan Lembaga Adat di masing-masing Nagari sebagai Lembaga
yudikatif Nagari.

5. Lembaga Syarak Nagari (LSN)

Sebagai upaya untuk memberdayakan, melestarikan, dan
mengembangkan syarat di masing-masing nagari, maka Lembaga Syarak
yang ada di Nagari perlu difungsikan, sehingga dapat berperan sebagai
penuntun kehidupan yang berlandaskan Adat dan Syarak. Lembaga Syarak
Nagari (LSN) adalah wadah musyawarah di Nagari guna meningkatkan
keimanan dan ketakwaan Anak Nagari dalam mewujudkan "Adar Basandi
Syarak, Syarak Basandi kitabbullah". '

Dari uraian di atas tergambar bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota dalam mewujudkan cita-cita otonomi daerah berusaha
untuk menciptakan hubungan yang lebih dekat dengan masyarakatnya.
Otonomi daerah yang sudah berlangsung sejak awal tahun 2001 mmemang
bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilaksanakan, mengingat selama
puluhan tahun kita sudah sangat terbiasa dengan segala macam aturan-
aturan yang dibuat oleh pusat. Kita terbiasa untuk menerima perintah.
menerima petunjuk, sehingga kreativitas dan inisiatif yang sebenarnya
dimiliki menjadi terkesampingkan.

Namun demikian bagi Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana
yang dikatakan oleh Bupati dr. Alis Marajo dalam Pidatonya pada acara
peresmian Nagari Koto Tangah Batuhampar, bahwa otonomi daerah
bukanlah suatu hal yang mengkhawatirkan bagi kita, tapi aalah merupakan
suatu peluang dan kita mencoba melihat bahwa kekuatan masyarakat.
Keberdavaan masvarakat perlu dilibatkan dala Pemerintahan. Sehingga
istilah yang kita pakai saat ini adalah bagaimana memerintah dengan
melibatkan masvarakat tidak lagi memerintah ranpa melibatkan masyarakat.
Istilah melibatkan masyarakat inilah vang kita sebut dengan Good
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Governance. Dan kemudian kita juga ingin mengajak mesyarakat
menyalurkan gagasannya untuk memerintah. Dengan otonomi daerah kita
bukan akan kembali ke nagari sebab kita tidak pernah meninggalkan nagari
kita bukan ingin membentuk nagari baru tapi yang benarnya adalah kita
mencoba melihat bahwa nagari sebagai pemerintah terbawah sesuai dengan
asal usul masyarakat kita.

Dari apa yang telah disampaikan oleh Bupati tersebut terlihat
bagaimana pentingnya keterlibatan masyarakat dalam membangun Nagari
khususnya dan Kabupaten Lima Puluh Kota umumnya. dengan
Pemerintahan Nagari bukan berarti Kabupaten Lima Puluh Kota ingin
kembali masa lampau dan hanyut di dalamnya. Akan tetapi Pemerintahan
Nagari mencoba untuk menghadapi tantangan-tantangan berat yang akan
dihadapi dimasa yang akan datang. Hal ini dapat tergambar apabila kita
melihat bahwa Nagari sebagai suatu simbol kesatuan yang berdasarkan
kepada kepentingan bersama. Untuk itu ada sistem yang mengaturnya.
yaitu demokrasi yang terlembaga, baik dalam struktur sosial maupun dalam
struktur pemerintahannya.

Demokrasi yang terlembaga dapat dilihat dalam sistem " Tungku
tigo Sajarangon dan tali tigo sapilin” yang dikenal di Minangkabau
umumnya dan di Kabupaten Lima Puluh Kota khususnya. Menurut sistem
ini kepemimpinan dalam masyarakat terdiri tiga unsur yaitu Ninik Mamak.
Alim Ulama dan cerdik pandai. Ketiga unsur dinamakan Tungku Tigo
Sajarangan, yang menjalankan kepemimpinannya secara demokratis dengan
mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan segala persoalan
dalam masyarakat. Pada haketkat hukum dalam masyarakat dibentuk oleh
adat istiadat, Undang-Undang Negara, dan kaedah agama. Ketiga unsur ini
diikat oleh satu tali yang kemudian menjadi pedoman bagi kehidupan
masyarakat inilah yang dimaksud dengan Tali Tigo Sapilin. Prinsip demokrasi
yang berkembang di Minangkabau selama ini tidak menempatkan satu unsur
lebih penting sehingga harus didahulukan dari pada unsur yang lainnya.
Tapi semuanya berada pada posisi yang sama. Pada suatu peristiwa mungkin
suatu unsur mungkin lebih berperan, tapi dalam hal yang lainnya mungkin
unsur lain yang harus menentukan. Pada prinsipnya adat minangkabau bersifat
fleksibel sehingga mampu dan dapat disusuaikan dengan kondisi yang sedang
dihadapi. (Herman Sihombing, 1983:49)
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Keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam
mewujudkan otonomi daerah dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang
diambil dan dilaksanakannya. Salah satunya adalah dengan merealisasikan
penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dalam bentuk peresmian atau
pengukuhan Nagari-Nagari dan Pelantikan Wali Nagari di daerahnya. Dalam
hal ini, Kabupaten Lima Puluh Kota termasuk daerah yang selangkah lebih
maju dalam pelaksanaan otonomi daerah bila dibandingkan dengan daerah-
daerah Kabupaten lainnya di Sumatera Barat. Sampai saat ini 70 nagari
yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota semuannya telah diresmikan.

Sebagaimana yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 kewenangan yang dilimpahkan harus disertai dengan
pendanaannya. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
mengeluarkan dana sekitar 70 Milyar Rupiah untuk Pemerintahan Nagari.
Jadi masing-masing Nagari mendapat + 100 juta Rupiah. Dana tersebut
disalurkan berdasarkan Daftar Isian Proyek Nagari. Oleh sebab itu Pemerintah
Nagari harus menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran
Keuangan Nagari (RAPPKN), yang disetujui oleh Badan Perwakilan Anak:
Nagari (BPAN).

D. FAKTOR PENDUKUNG, TANTANGAN DAN HAMBATAN
DALAM MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH

Otonomi Daerah sebagaimana yang tersirat dalam Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999, telah memberikan keleluasaan kepada Pemerintah
daerah untuk, mengatur, mengurus, mengelola segala potensi yang dimiliki
oleh daerahnya, baik potensi maupun potensi alam. Dalam pelaksanaanya
tentu terdapat beberapa hal baik yang merupakan suatu potensi yang
mendukung maupun hal-hal yang akan menjadi penghambat penerapan
otonomi daerah itu sendiri.

Sebagai suatu daerah yang masyarakatnya secara umum terdiri dari
penduduk bersuku Minangkabau. Daerah Kabupaten Lima Puluh Kotaa
memiliki potensi budaya yang kuat dalam menghadapi otonomi daerah
Sejak zaman dulu sistem kemasyarakatan Minangkabau telah menganut
paham demokrasi. Demokrasi yang ada di Minangkabau adalah demokrasi
yang tidak mengenal kalah dan menang. tapi demokrasi yang membawa
kesejukan dan kedamaian, "Katuju dek awak lamak dek urang " begitulah
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kata pepatah Minang. Hal ini terlihat dari keberadaan Nagari sebagai
suatu unit pemerintahan terbawah.

Nagari-nagari yang terdapat di Minangkabau umumnya dan
Kabupaten Lima Puluh Kota khususnya adalah merupakan suatu daerah
otonom yang mampu mengurus dan mengatur masyarakatnya dalam suatu
sistem kemasyarakatan. Nagari memiliki nilai-nilai universal dan memiliki
akar budaya yang mampu beradaptasi dan mengikuti ritme perkembangan
yang terjadi dalam masyarakat. Nagari yang berbasis pada kekuatan
genealogis dan kultural serta adat dan agama ini, akan tetapi dapat bertahan
dan merupakan suatu potensi yang luar biasa bagi perkembangan sumber
daya manusia dan sumber daya alam daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
ke depan. diharapkan dengan adanya Pemerintahan Nagari kebersamaan
dan keterbukaan dalam menjalankan pemerintahan dapat terwujud, dan
kesadaran masyarakat dapat tergugah untuk kembali bersama-sama

~memikirkan dan membangun Nagari masa depan.

Jadi jelas bahwa pengembalian bentuk dan susunan pemerintahan
desa yang selama ini dijalankan kepada bentuk dan susunan pemerintahan
Nagari tujuannya adalah untuk menciptakan sistim pemerintahan yang

“otonom, demokratis dan memiliki legitimasi dari Masyarakat. Sistem
pemerintahan ini menciptakan organisasi pemerintahan yang mampu
memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat. Sistem
pemerintahan ini juga menciptakan mekanisme pemerintahan yang mampu
memberdayakan masyarakat dalam segala aspek kehidupan untuk dapat
menata kembali potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia agar
dapat dikembangkan.

Namun dalam pelaksanaannya, membangkitkan atau meningkatkan
kepedulian masyarakat terhadap nagari pada saat ini bukanlah pekerjaan
yang mudah. Masyarakat sudah lama merasa ditinggalkan dan merasa
tidak dilibatkan sehingga mereka bersikap masa bodoh. Dengan adanya
pemerintahan Nagari ini diharapkan perlahan hal itu akan dapat terwujud
kembali.

Pemerintahan Nagari dengan keberadaannya pada saat sekarang
ini, mau tidak mau dituntut untuk dapat menyesuaikan dan menampatkan
diri dalam perkembangan dunia global. Apabila tidak mereka akan tertindas
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oleh perkembangan zaman yang semakin cepat. Oleh sebab itu di Nagari
dibutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai wawasan berpikir dan
mempunyai visi yang jauh kedepan. Pemerintah Nagari harus mampu
berkreasi dalam menciptakan berbagai rencana program dan peraturan-
peraturan bagi nagarinya. Masalahnya sekarang bagaimana menggerakkan
Pemerintah Nagari yang pada saat ini sudah terbentuk. Secara kelembagaan
memang sudah ada, tetapi aktivitas di lembaga tersebut belum sepenuhnya
berjalan. Hal ini akan menjadi tantangan bagi pemerintah Daerah untuk
dapat memberdayakan seluruh potensi yang ada agar dapat menjawab
segala tantangan berat yang akan dihadapi oleh Nagari di masa yang akan
datang.

Dalam melaksanakan otonomi daerah, faktor sumber daya alam
adalah merupakan hal yang sangat penting dalam membangkitkan
perekonomian masyarakat dan sekaligus mempercepat proses kemandirian
suatu daerah. Karena itu diharapkan potensi alam yang ada di daerah
dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah.

Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki sumber daya alam yang dapat
dikembangkan seperti, pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Namun
untuk menggali potensi-potensi alam tersebut kembali dibutuhkan tenaga-
tenaga profesional yang mampu menguasai bidang-bidang teknologi.
Keprofesionalan ini bukan hanya dituntut dari aparatur pemerintahan, tapi
juga dari masyarakat sendiri. Kondisinya sekarang di Kabupaten Lima
Puluh Kota tenaga-tenaga profesional seperti yang diharapkan belum begitu
memadai, untuk itu diperlukan program-program yang dapat merangsang
tumbuhnya tenaga-tenaga profesional tersebut.

Hal pertama yang menjadi penghambat adalah faktor sumber daya
manusia. Sistem sentralisasi yang dikembangkan oleh pemerintah selama
ini mengakibatkan masyarakat kita terutama aparatur pemerintahan menjadi
terbiasa dengan perencanaan dari atas yang dikenal juga dengan sebutan
"Top down instruction". Segala sesuatunya telah ada aturannya dari
pusat, sudah ada petunjuknya, aparat di daerah tinggal menjalankannya
saja. Lebih jauh hal ini berdampak menurunnya tingkat partisipasi
masyarakat dalam pembangunan.
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Sementara sekarang di era otonomi daerah ini keadaanya menjadi
terbalik, dimana prinsip perencanaan dari bawah bottom up planning
dijalankan. Masyarakat terutama aparatur pemerintahan dituntut untuk
dapat berinisiatif, kreatif, inofatif dalam menjalankan tugas-tugas
pemerintahan sesuai dengan fungsinya. Aparatur pemerintahan dituntut
untuk tidak lagi terjebak rutinitas, karena bila hal itu terjadi maka kreativitas
akan terhenti. Sementara itu keadaan sekarang ini menghendaki adanya
terobosan-terobosan kreatif dan prestasi.

Memang disadari bahwa suatu kebijakan baru tidak langsung dapaat
diterima dan dipahami oleh masyarakat dengan baik. Masyarakat
memerlukan suatu proses untuk melakukan peyesuaian-penyesuaian dalam
merealisasikan kebijakan otonomi daerah, terutama di Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kato ini. Perubahan yang telah terjadi menimbulkan kebingunan
bagi sebagian masyarakat, sehingga mereka tidak tahu harus berbuat apa.
Keadaan seperti ini juga terjadi di lingkungan aparatur pemerintahan daerah
yang sebagian besar dari mereka baru berada pada tahap mengetahui, tapi
belum memahami betul apa makna otonomi daerah itu sebenarnya. Untuk
itu semua, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota terus berupaya
untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat melalui
program-program pemeberdayaan, terutama kepada aparatnya yang secara
langsung akan berhadapan dengan masyarakat di lapangan.

Dalam rangka otonomi daerah untuk dapat menggerakkan
pembangunan di daerahnya, Kabupaten Lima Puluh Kota harus berusaha
menggali dan mengoptimalkan pemanfaatan potensi-potensi yang dimiliki
oleh daerahnya. Sebelumnya sudah disebutkan bahwa daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota memiliki sumber daya alam yang dapat dikembangkan
dalam menunjang pembangunan di daerahnya. Pemberdayaan sumber daya
alam tersebut dibutuhkan dana yang cukup besar, sedangkan kemampuan
Pemerintah daerah sendiri memiliki keterbatasan dalam hal itu. Oleh sebab
itu Pemerintah mengupayakan agar para investor dapat menanamkan
modalnya di Kabupaten Lima Piluh Kota ini.

Untuk dapat menarik para investor tersebut, diperlukan data-data
yang cukup lengkap dan akurat tentang potensi-potensi sumber daya alam
yang kita miliki. Data-data yang dimaksudkan disini adalah data berdasarkan
hasil survey yang telah teruji kebenarannya. Dengan data tersebut dapat
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diketahui sejauh mana potensi sumber daya alam tersebut dapat
dimanfaatkan untuk membangun perekonomian masyarakat. Jadi perlu
adanya monografi dan topografi Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
Para investor tentunya akan tertarik untuk menanamkan modalnya apabila
kita dapat menerangkan dan memperlihatkan dengan jelas wujud kerjasama
yang akan kita tawarkan. Jadi jelas bahwa dalam melaksanakan otonomi
daerah ini ada beberapa hal yang menjadi hambatan dan sekaligus
merupakan tantangan bagi Peemrintahan daerah kabupaten Lima Puluh
Kota, dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam
mewujudkan masyarakat Kabuipaten Lima Puluh Kota, dalam mewujudkan
masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang sejahtera dan mandiri di
masa yang akan datang.
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BAB IV
KESIMPULAN

Otonomi daerah pada dasarnya adalah kewenangan yang dimiliki
oleh daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
di daerahnya, atas prakarsa sendiri dengan berdasarkan kepada aspirasi
yang disampaikan oleh masyarakat, sesuai dengan peraturan perundangan-
undangan yang berlaku. Artinya kepada daerah otonom diberi kewenangan
untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan di daerahnya atas upaya sendiri. Hal ini dimaksudkan
agar dapat terciptanya daerah-daerah yaang mandiri, daerah yang mampu
memberdayakan potensi-potensi yang dimilikinnya baik sumber daya alam
maupun sumber daya manusia untuk kesejahteraan masyarakat.

Secara kebijakan di Indonesia terdapaat beberapa kebijakan yang
mengatur tentang otonomi daerah ini. Diantaranya adalah Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Antara
kedua Undang-Undang ini terdapat perbedaan dan persamaan.
Persamaannya adalah kedua-keduanya sama-sama mengatur tentang
otonomi daerah. Tapi dalam pelaksanaannya ada perbedaan yang mendasar
antara keduanya.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dalam pelaksanaannya
menempatkan asas desentralisasi bersamaan dengan asas dekonsentrasi.
Artinya disamping sebagai daerah otonom, daerah juga merupakan wakil
pemerintah pusat. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya lebih cenderung
bersifat otoriter dan sentralistis. Dilain pihak Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 yang lahir di era reformasi, lebih menekankan asas dekonsentrasi.
Otonomi luas diterapkan di seluruh daerah kabupaten dalam rangka
desentralisasi, sedangkan Daerah Propinsi selain sebagai daerah otonom.
juga merupakan wakil pemerintahan pusat di daerah. Untuk mengatur masalah
perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, maka bersamaan dengan
itu juga diberlakukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999.
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Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 dan 25 tahun
1999 ini maka harapan baru telah terbuka bagi pemerintah daerah untuk
menyelenggarakan pemerintah di daerah sesuai dengan akar budaya dan
aspirasi dari masyarakat di daerah. Otonomi dalam kebijakan ini
memberikan kewenangan luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada
daerah, secara proofesional. Semuanya itu diwujudkan dengan pembagian,
pengaturan dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan
keuangan antara pusat dan daerah sesuai dengan prinsip demokrasi,
keterlibatan masyarakat. pemerataan, keadilan serta potensi dan
keaneragaman daerah.

Dalam penerapannya di daerah agar jangan menimbulkan
perpecahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, maka otonomi
daerah harus di tempatkan pada kerangka yang benar. Otonomi Daerah
bukanlah berarti kita terlepas antara satu daerah dengan daerah lain dengan
pusat. Otonomi daerah dimaksudkan untuk memperkecil kesenjangan antara
pusat dan daerah, untuk melakukan pembangunan secara berimbang, adil
dan merata di seluruh daerah di Indonesia ini. Jadi kita berotonomi, tapi
tidak keluar dari konteks sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota diawali
dengan menata kembali bentuk pemerintahan terbawah, yaitu
mengembalikan bentuk pemerintahan terbawah sesuai dengan akar budaya
masyarakatnya dengan kembali ke sistem Pemerintahan Nagari. Nagari
bagi masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota dan masyarakat Minangkabau
umumnya adalah merupakan suatu daerah otonom yang bukan hanya
dipahami sebagai ikatan teritorial. tapi juga merupakan ikatan genealogis.
Nagari juga merupakan lembaga pemerintah dan sekaligus merupakan
lembaga kesatuan sosial utama yang dominan. Nagari sebagai wilayah
otonom mempunyai batas-batas teritorial yang jelas, dan mempunyai sistem
pemerintah dan adat sendiri dalam mengatur tata kehidupan anggota
masyarakatnya.

Dengan kembali ke sistem Pemerintahan Nagari, bukan berarti
Kabupaten Lima Puluh Kota kembali ke masa lalu untuk terhanyut di
dalamnya. Pemerintahan Nagari yang sekarang disesuaikan dengan
keberadaanya di masa sekarang. Untuk itu melalui Peraturan Daerah Nomor
01 Tahun 2001 dan Keputusan Bupati Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh
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Kota, daerah ini mengatur pelaksanaan pembentukan pemerintahan Nagari
dan perangkatnya serta kelembagaan di Nagari yang disesuaikan dengan
kondisi pada masa sekarang.

Dalam mengimplementasikan Kebijakan otonomi daerah di
Kabupaten Lima Puluh Kota, hambatan utama yang dialami adalah masalah
sumber daya manusia dan masalah pendanaan. Sebagai akibat dari sistem
yang diterapkan dalam kebijakan lama, maka masyarakat, terutama aparat
pemerintah sudah terbiasa dengan segala petunjuk, aturan, dan instruksi
dari pemerintah pusat. Sehingga aparat di daerah hanya tinggal menjalankan
saja meskipun kandang-kandang tidak sesuai dengan keadaan atau
kebutuhan di daeraah. Aparat bekerja hanya bila ada instruksi dari atas,
tidak ada inisiatif dan kreativitas yang muncul. Sementara itu, dalam situasi
sekarang ini aparat pemerintah dituntut untuk dapat mengembangkan
kreativitas dan inisiatifnya dalam menjalankan tugas. Dalam sistuasi yang
kelihaatan adalah kegamangan dari aparat karena perubahan yang terjadi
secara cepat, dengan acuan yang mmasih kurang tentang operasional di
lapangan. Selain itu Pemerintah Daerah juga dituntut untuk mmemberi
pelayanan yang maksimaal kepada masyarakat. Di lain pihak, masyarakat
sendiri harus diberdayakan agar ikut serta dan berperan dalam mengawasi
dan mielaksanakan pembangunan di Nagari khususnya dan di Kabupaten
Lima Puluh Kota umumnya.

Dari Segi pendanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota masih sangat tergantung kepada Pemerintah Pusat. Sebagai akibat
kebijakan Pemerintah yang menguasai hampir semua sumber keuangan
potensial yang ada di daerah, maka pada umumnya daerah-daerah yang
ada di Indonesia mampunyai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif
kecil. Pemerintah daerah Lima Puluh Kota yang Pendapatan Asli Daerah
(PAD) nya Hanya + 2,4 Milyar sangat mengharapkan bantuan dari pusat
untuk mendanai pembangunan di daerahnya.
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